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ABSTRAK 

Yunike Dwi Pramesty, 17104153060 Partisipasi Pemilih Milenial dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur Tahun 

2018 (Studi Pada Masyarakat Kabupaten Trenggalek) Jurusan Hukum Tata 

Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri 

Tulungagung, Pembimbing: Prof. Dr. H.A. Hasyim Nawawie, S.H, M.Si. 

Kata kunci: Partisipasi, Milenial, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Masyarakat. 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya generasi milenial di 

Kabupaten Trenggalek yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan 

Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Sikap apatis dan enggan berpartisipasi dalam 

pemilihan gubernur (golput) merupakan cerminan sikap warga negara yang 

kurang bertanggungjawab terhadap nasib bangsa. Pemilih milenial dalam jumlah 

yang sangat besar dan merupakan generasi yang akan memegang tanggungjawab 

sejarah bangsa maka perhatian yang serius terhadap pemilih ini sangat penting 

untuk dilakukan. 

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana partisipasi pemilih 

milenial kabupaten Trenggalek dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

(Pilgub) Jawa Timur tahun 2018 menurut perspektif hukum positif ? 2) 

Bagaimana partisipasi pemilih milenial kabupaten Trenggalek dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub)  Jawa Timur tahun 2018 menurut 

perspektif hukum islam ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk 

mengetahui bagaimana partisipasi pemilih milenial kabupaten Trenggalek dalam 

Pemilihan Gubernur tahun 2018 perspektif hukum positif. 2) Untuk mengetahui 

bagaimana partisipasi pemilih milenial kabupaten Trenggalek dalam Pemilihan 

Gubernur tahun 2018 perspektif hukum islam. 

Metode penelitian yang digunaka peneliti adalah metode kualitatif dan 

jenis penelitian lapangan (field reseacrh). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan 

dokumen. Metode analisis data yang digunakan dalam peelitian adalah metode 

diskriptif analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian 

dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki sebagaimana adanya 

berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Golput sah secara hukum karena 

dijamin pada pasal 28 UUD Pasal 23 UU tentang HAM. Pasal 28 UUD berisi apa-

apa saja yang dianggap hak asasi tiap manusia, sementara Pasal 23 UU HAM 

berisi: (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan 

politiknya; (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan 

menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan 

melalui media cetak maupun elektronik dengan memeperhatikan nilai-nilai 

agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan kutuhan bangsa. 2) 

Berdasarkan ayat dan hadis Nabi dapat dipahami bahwa memilih pemimpin 

hukumnya adalah kewajiban, bukan sekadar hak, karena Allah menyuruh orang-
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orang mukmin untuk melakukannya. Kewajiban ini ditambah lagi dengan memilih 

pemimpin yang berlaku amanah. Sekiranya nilai amanah di antara calon 

pemimpin tidak ada yang sempurna, maka yang wajib dipilih adalah calon yang 

paling mendekati kesempurnaan. Dalam ijtima’ ulama di Padang Panjang 

Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang 

haramnya Golput. 
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ABSTRACT 

Yunike Dwi Pramesty, 17104153060, Millennial Voter Participation in East 

Java’s  Governor Election in 2018 (Study of the Trenggalek Regency 

Community), Department of Constitutional Law, Sharia Faculty and Law, 

State Islamic Institute of Tulungagung. Advisor: Prof. Dr. HA. Hasyim 

Nawawie, S.H, M.Sc. 

Keywords: Participation, Millennial, Election of the governor, Society. 

This research is motivated by the large number of millennial generations in 

Trenggalek Regency who have not exercised their right to vote in the Governor's 

election in 2018. An apathetic attitude and reluctance to participate in 

gubernatorial elections reflect the attitude of citizens who are not responsible for  

the nation’s fate. Millennial voters is in a very large number and are the 

generation that will hold the responsibility of the history of the nation so that 

serious attention to voters is very important to do. 

The focus of this research are: 1) How is the millennial voter participation 

in the Trenggalek regency in East Java’s Governor's election 2018 based on 

positive legal perspective? 2) How is the millennial voter participation in the 

Trenggalek regency in East Java’s Governor's election 2018 based on of Islamic 

law perspective? The objectives of this r esearch are: 1) To find out how is the 

millennial voter perticipation the Trenggalek regency in East Java’s  Governor's 

election 2018 based on positive legal law perspective. 2) To find out how 

millennial voter participation in the Trenggalek regency in East Java’s Governor's 

election 2018 based on the perspective of Islamic law. 

The research method used by researchers is qualitative methods and types 

of field research. Data collection techniques used in this research were 

observations, interviews, or document review. Data analysis methods used in 

research are descriptive analysis methods, namely procedures or ways to solve 

research problems by describing the state of the object being investigated as it is 

based on actual facts at the present time. 

The results of the study show that 1) Abstentions are legally valid because 

they are guaranteed in Article 28 of the Constitution and Article 23 of the Law on 

Human Rights. Article 28 of the Constitution contains anything that is considered 

to be the human right of every human being, while Article 23 of the Human 

Rights Law contains: (1) Everyone is free to choose and have political beliefs; (2) 

Everyone is free to have, issue and disseminate opinions according to his 

conscience, verbally and or in writing through print and electronic media by 

observing religious values, decency, order, public interest, and the nation's 

determination. 2) Based on the verses and hadith it is understood that choosing a 

legal leader is an obligation, not just a right, because Allah tells believers to do it. 

This obligation is added by choosing trustworthy leaders. If there is no perfect 

trustworthy among the prospective leaders, then the one who must be chosen is 
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the candidate who is closest to perfection. In ijtima  ulama in Padang Panjang 

West Sumatra, the Indonesian Ulema Council (MUI) issued a fatwa that being 

abstent is forbidden. 
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